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A. Latar Belakang Masalah
Dunia saat ini digemparkan oleh munculnya pandemi penyakit

Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Cerita perjalanannya sejak awal
ditemukan hingga menimbulkan gabah di seluruh belahan dunia memang
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Dua kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia dilaporkan pada
tanggal 2 Maret 2020 dan hingga tanggal 25 Maret 2020 jumlah kasus positif
COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 790 kasus di 24 provinsi. Jumlah ini
masih terus meningkat hingga saat ini. Penyakit COVID-19 yang disebabkan
oleh SARS-CoV-2 dapat menyerang semua orang pada semua usia, namun usia
yang paling rentan adalah sekitar 3@65 tahun dan sebagian besarnya berusia di

wabah ini muncul di negara-negara lain ketimbang masalah kesehatan publik.

Dengan adanya pandemi di negara lain, diharapkan mereka akan melihat
Indonesia sebagai destinasi wisata dan investasi. Presiden meminta kabinet
menyiapkan seluruh instrumen fiskal maupun moneter untuk memperkuat daya

saing dan keunggulan ekonomi pada masa pandemi yang sedang terjadi di
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negara lain. Permintaan ini disampaikan pada tanggal 25 Februari 2020 dalam
pengarahan anggota kabinet sehubungan dengan isu wabah tersebut. Pada
waktu itu, Covid-19 bukan hanya sudah menyebar di Wuhan, Tiongkok tetapi
juga sudah menyebar ke banyak negara lain, seperti Korea Selatan, Jepang,
Iran, Filipina, Italia, Amerika Serikat, dll, hanya sekitar satu minggu sebelum

presiden mengakui Covid-19 sudanasuk Indonesia.
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menunjukan bahwa pandemi ini telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
nasional. Sedangkan pertumbuhan triwulan kedua, perekonomian mengalami
kontraksi sebesar -5,32 %. Ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu
dimana triwulan kedua Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar

5,05 %. Seperti pernyataan kementrian keuangan dalam situs resminya



https://www.kemenkeu.go.id/media/15072/sp-27-pemerintah-waspada-

dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomiindonesia.pdf yang di akses pada

tanggal 22 januari 2021.
Peristiwa ini membuat pemerintah mempunyai wewenang untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan yang dimiliki pegd@cintah tersebut menimbulkan hak dan
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Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perppu No. 1
Tahun 2020”) (Gunawan, 2020 : 248).


https://www.kemenkeu.go.id/media/15072/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomiindonesia.pdf
https://www.kemenkeu.go.id/media/15072/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomiindonesia.pdf
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Sebagaimana dimaklumi bahwa PERPPU merupakan salah satu produk
hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan PERPPU
secara tegas disebut dalam Pasal 22 UUD 1945. Pasal 22 UUD 1945
mengatur secara formil pembentukan, keberlakuan dan masa berlaku PERPPU.
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa Presiden berhak ma@getapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang.
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mengenal Syarat-syara
untuk mengatasi suatu kegentingan yang memaksa.(Einstein, Helmi, & Ramzy,
2020 : 597).

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrumen
yuridis dalam penanganan Covid-19 karena telah terbukti pandemi Covid-19
memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi
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nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja Negara dan
pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan
penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada
belanja untuk kesehatan,jaring pengaman sosial (social safety net), serta
pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang
terdampak (Aulawi, 2020 : 112) .

Namun, Sehari sete /\ agan Perpu ini, gelombang kritik

bermunculan, _ae IR o onstitusional lahirnya
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Keuangan negara, perpajakan
dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dan usaha. Terdapat 5 (lima) poin
krusial dalam Perppu ini.

Pertama, menetapkan anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1
triliun. Rinciannya, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun

untuk jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif
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perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Serta Rp 150 triliun
dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk
perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat
kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk
upgrade rumah sakit rujukan term Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter,
perawat, dan tenaga ruma santunan kematian tenaga medis,

serta penanga

Keti i alokasikan PKH
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pen il maks a, un PN impor
untuk udi&M@R@ N'\quqs@or. industri kecil
dan m ER dipakai untuk
pengurangan tarif ajib pajak kemudian impor

tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu.

Kelima, untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang
yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan
beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor,

penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan
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proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem. (Firdaus & Erliyana,
2020)

Masyarakat yang mendukung berpandangan bahwa undang-undang ini
berpotensi menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan
stabilitas ekonomi nasional. Sedangkan masyarakat yang kontra memiliki

persepsi sebaliknya, mereka menitlkberatkan kritik terhadap beberapa pasal,

— PR e

& /8% =

ey
l;r‘\\'

Keuangan UrtakEPenangans Coronavirus Disease 2019

(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan di indonesia?
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b. Apakah tepat dan efektif langkah pemerintah dengan mengeluarkan
perppu no 1 tahun 2020 sebagai pedoman hukum untuk memulihkan
ekonomi akibat covid 19 di indonesia ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskag

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
informasi dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan

penelitian di masa mendatang.
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E. Penelitian Terdahulu
Berkaitan dengan penelitian terdahulu, penelitian dengan judul
“Efektivitas Perppu RI No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara
Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus

Disease 19 (Covid-19) Di Indonesia” peneliti menemukan beberapa penelitian

yang serupa khususnya mengenaiRerppu Rl No 1 Tahun 2020. Penelitian
tersebut dilakukan oleh : ‘

1. Elm% Sinta (2021) NIM. 1711150005 tentang “Analisis Kebijakan
Y /& AR V™

Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
A A3\ 1

Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perspektif Si asah Dusturiyah
A== ;TN IR, S\

Studl Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentan
laglll,—Jg_g\ g

Penetagan Pegu Nomor 1 Tahun 2020)”. Tuluan penelltlan ini yaltu
untuk mengetahui analisis kebijakan keuangan @ara dan stabllltas
5|stem keuangan untuk per&nqanan andemi coronavirus dlsease
\T/ $ li AY// A

\ covid-19) (studi Pasal 27 undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang
\

/; IS \Y/. I

\penetapan perpu nomor 1 tahun 2020 baik perspektif hukum posmf
I - A\ Y~ .

mau un hukum Islam hasil penelitian yaitu: (1Zg andemi coronavirus
1\ & é ATEEE N

disease, mengharuskan presiden menerbitkan perpu kemudlarwada
~—— |\ - ] V— h

persidangan berikutnya DPR mengesahkan Perpu tersebut menjadi
=)\ \ /" -

Undang Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, akan
T\ A [ omm==rrrT] || | | I A

tetapl jika dilihat dari materi muatannya terutama pada Pasal 27 UU
AR a7 4

ini yang banyak bertentangan dengan UUD dan UU lainnya. (2) Dalam
y tAgll\l g u.u._J @)

hal pandemi coronavirus disease ini yang membuat kepala negara dan
E— A

‘-l

al-tasyri“iyah ber11t1had sehingga menerbitkan UU No. 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Perpu No. 1 TaMat kemaslahatan
masyarakat meruma dalam hal penerbitan peraturan
tersebut.

Dengan demikian penelitian diatas berfokus pada alasan
dikeluarkan perppu sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas
dikeluarkanya perppu no 1 tahun 2020.



11

2. Menurut Nada Syafira Alya (2020) tentang "Meningkatkan Stabilitas
Lembaga Sektor Keuangan Melalui Perpu No. 1 Tahun 2020 Pada
Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19,
bagaimana pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan
stabilitas lembaga sektor @uangan pada masa pandemi covid-19, serta

3 bilitas lembaga sektor keuangan
pandenii eopi Pen i

7N
Al

=

safira hanya menyoroti stabilitas keuangan nya saja sedangkan
penelitian yang sedang dilakukan yaitu tentang keefektifan
pelaksanaan perppu.

3. Sony Al lhsan Marta (2020) Nim. 11627100029 yang berjudul

”Tinjauan Yuridis Imunitas Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi
Coronavirus Disease 2019”. Menurut hasil temuanya yaitu : Pertama;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan
kewenangan diskresi konstitusional sebagai hak presiden berdasarkan
pasal 22 ayat (1) UUD
Putusan MK No D09 yang memberikan tolak ukur

2 Sels af T;\’\ ga_undang undang yang
4’/; //:;é’ '\?%\1\\‘;\« la undang undang

//_ﬂé /L_@ilﬂ%%f\\g . a tindakan

. Kedua; Perppu ini telah sesuai dengan

y T

T UZU.

........

materi merupe peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih
tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini tentang Bagaimana pertimbangan hakim
MK dalam mengambil keputusan terhadap putusan Nomor 23/PUU-

XVI111/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
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Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan) serta

kajian kajian figh siyasah terhadap putusan tersebut. Metode penelitian

ini menggunakan me normatif serta bersifat deskriptif.
Kesimpulan dari lah bahwa Judicial Review yang
diaju im, Sri Edi Swasono pada

ji materi Perppu
tanda terima
58" i h Hakim

dicial

[ dang-undan ga
igh
ah

wa

sah

litian

) | rppu itu

pomﬁkgmw (2 elitian mereka
El 8

tas Kebijakan
Keuangan andemi Covid-19 Melalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020” bahwa terdapat 2 kesimpulan yaitu : 1. Batasan penerapan
Diskresi Oleh Presiden dalam menjalankan administrasi Pemerintahan
yaitu : Penggunaan Diskresi harus didasarkan , adanya kekosongan

hukum, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-
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undangan, demi kepentingan umum dan Undang-undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tersirat
membatasi penerapan diskresi tersebut yaitu: Dalam pengambilan
keputusan atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan

dan/atau tindakan, pengaikilan keputusan dan/atau tindakan karena
peraturan perund jlak berlaku, pengambilan keputusan
dan/a - undangan tidak

n/atau tindakan

yang lebih

AR A ggunaan

S i PB).

alam pena ui
eri

ng

pa

ng

nya

e g akan

flalah ah n I n diskresi

pe@ﬁ@qﬁq‘qg‘?ﬂgw‘mlak fektivitas nya
j 8 i n 2020.

6. Menurut . Kalalo, Lendy Siar (2021)
dengan judul “Implikasi Perppu No.l Tahun 2020 Terhadap
Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan” menghasilkan kesimpulan  sebagai berikut : 1.
Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
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diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sejajar dengan
Undang-Undang dikarenakan materi muatan dari kedua jenis
Peraturan Perundang-undangan tersebut sama artinya undang-undang
dan Perppu sama Seg

materiil. Tetapi secara formalitas
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sedangkan pe

1abel dengan

plikasi perppu

an yaitu efektivitas perppu.

7. Dan dalam penelitian Mustakim, Asgar, & Masidin, (2020)
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : a. Presiden mempunyai
kekuasaan menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 terkhusus terkait
dengan penanganan penyebaran Covid-19 dengan mendasarkan pada
Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MKRI No. 138/PUU-
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VI11/2009. b. Pasal 27 ayat (2) dan (3) Perpu No. 1 Tahun 2020 tidak
sesuai dengan Prinsip dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan
Perundangan sehingga mengakibatkan ketentuan ini tidak
berkepastian dan berujung pada ketidakadilan.

Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan dilakukan addlah dalam penelitian ini yang jadi fokus

masalah adalah :/./\. mengeluarkan perppu dan pasal
i d BIGK ag akan dilakukan yaitu
y A\
” // u' \ l\

""’--8 ﬂﬂﬁ‘., "fa.L ,

S

1

o \w.

y
masalah adalah tentang kebijakan pajak saja sedangkan penelitian

yang akan dilakukan yaitu tentang kebijakan keuangan secara
keseluruhan.
. Serta menurut (Mujani et al., 2020) penelitiannya yang berjudul

“Konstelasi Politik Di Tengah Pandemi Covid 19 beliau telah
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menyajikan sejumlah temuan berkaitan dengan penilaian publik

tentang kinerja pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 di

Indonesia. Temluan pertama menunjukkan bahwa publik secara umum

menilai kerja pemerintah di bawah Presiden Jokowi baik atau cukup

baik dalam menangani masalah pandemi Covid-19 dan masalah

ekonomi yang ditimbulk a. Dalam skala 1-5, publik memberi nilai
3,51 yang berarti pai ik.

ini dengan penelitian

ang jadi fokus

demi Covid

ebijakan

be di
na.

uk

i i
aAhl lah
baik

e dqi ngoal.

i{ing ga aspek
sosia esejahterqay\rpNarakat
men@ﬁ"f’!aﬁﬂé eger ambil langkah

yang te ah yang diambil

pemerintah adalah denga erppu No 1 tahun 2020 tentang
kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan
COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
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Tujuanya adalah untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan
stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan
dengan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Fokus
kebijakan ini terkait belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring
pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat

kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan

landasan hukum.

kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi
yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (Tjandrasari, 1987).
Sehingga perlu adanya kajian-kajian yang dapat menjawab permasalahan
ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan memaparkan secara deskriptif -
kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada
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saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,
mencatat, menganalisis dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sekarang ini
terjadi atau ada, jadi peneliti ini bertujuan untuk memperoleh informasi-
informasi apa adanya secara objektif (Atika, 2019).

Dengan data yang digunakan berupa data seperti artikel, jurnal, dan
sebagainya yang mendukung dalaiyproses penelitian yang diperoleh melalui

studi kepustakaan (libra (,/\ gan juga melalui bantuan media

Xk gugumpulan data seperti
‘§§§\
Dy

c“\\ penelitian ini
l%g\\ lit

Kebijakan

Penanganan
COVID-19

G. Metodologi Penelitian
1. Metode dan penelitian
Secara umum, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan
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kegunaan tertentu. Dengan metode penelitian maka pelaksanaan penelitian
akan lebih terarah, sebab metode penelitian dimaksudkan untuk memberi
kemudahan dan kejelasan tentang apa yang diteliti dan bagaimana
penelitian dilakukan. (Waluyo, 2019). Jenis penelitian yang dilakukan
dalam pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu

penelitian yang mendeskripsj apa yang terjadi pada saat melakukan

penelitian. Di dalamg A\
iSis Me 47 T Yale) disi yang sekarang ini
— 27N TN

' "_-/.q’,zyr %‘z}ﬁ.\\.. eh informasi-
Al 3 ‘_:s : =

a mendeskripsikan, mencatat,

I

,,,,,,,

Ik penanganan

ber data yang

3. Teknik pengumpulan data
a. Penelitian kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi wacana dari

buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web
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(internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul
penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan
kajian tentang efektivitas perppu Rl no tahun 2020 tentang sistem

keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID

19 di Indonesia.

Instrumen peaA -A. a yang digunakan dalam penelitian
ini be A \
4"‘./ A\ gy m yang bersifat

e

' <N
By

; 3::"_"'-""—:':4 ?Q

Trmnecranca WAV

e Xt

A\

studi kepustakaan (library research) dan juga melalui

bantuan media elektronik, yaitu internet. Pengumpulan data
dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan
tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi

ini. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian
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kepustakaan ini yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, wacana yang dikemukakan oleh
pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah
mempunyai nama besar di bidangnya, koran dan majalah,

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Penelitian lapangan
Untuk meng penelitian lapangan, penulis

narasumber, yaitu

dilakukan secara

lis . setelah
ua data yang
asalah dalam
penelitian ini.

H. Sistematika penulisan
Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung

dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Untuk



23

memudahkan penyusunan penulisan dalam skripsi ini, penulis membuat
sistematika penulisan dengan konsep sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN, Dalam bab ini dijelaskan tentang latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

e %@ : ?e\;a: Zt;lei\:
M @Ax N\

' BhelMK u-ul.



